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WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA PRABUMULIH,

bahwa memenuhi ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu

ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian lebih lanjut dari

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

daerah tahun anggaran 2015,

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851):

Undang-undang Nomor & Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota

Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286):
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355):

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4400):
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004

Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049):
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5234),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5679),
'

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4090),
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

9.

“Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416): Sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712),
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4502): Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340):
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575),
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576),
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5155),
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578),
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4585),
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4614),
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Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau

Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179),
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219),
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310),
Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Prabumulih Tahun 2012 Nomor 3),
Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,
Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun

Anggaran 2015,
|

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor & Tahun 2016 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015.
Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015,
Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015,
Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 27 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015:
Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
Tahun Anggaran 2015,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2015 terdiri atas :



1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 72.236.033.964,81

b. Dana Perimbangan Rp 581.085.641.600,00

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 163.332.646.358,06

Jumlah Pendapatan
" Rp 816.654.321.922,87

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp 359.552.457.453,00

2) Belanja Hibah Rp 4.586.882.000,00

3) Belanja Bantuan Sosial Rp 0,00

4) Belanja Bantuan Keuangan Rp 8.254.336.484,00

5) Belanja Tidak Terduga Rp 223.622.000,00

Rp 372.617.297.937,00

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp 18.453.197.200,00

2) Belanja Barang dan Jasa Rp 240.392.138.785,46

3) Belanja Modal Rp 299.372.657.603,00

Rp 558.217.993.588,46

Jumlah Belanja Total Rp 930.835.291.525,46

Surplus/ (Defisit) (Rp 114.180.969.602,59)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp 152.242.418.117,85

b. Pengeluaran Rp 36.513.122.439,96

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 115.729.295.677,89

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 1.548.326.075,30

Pasat 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum

dalam Lampiran | Peraturan Walikota Prabumutih ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih

lanjut ke dalam penjabaran taporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum

dalam Lampiran II Peraturan Walikota Prabumulih ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Prabumulih ini.
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Pasal 6

Peraturan Walikota Prabumulih ini mulai bertaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanWalikota ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
padatanggal 31 Agustus 2016
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12? Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 31 Aguctus 2016
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